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Editorial

Edisi Dictum 7 kali ini mengulas mengenai persoalan penipuan dan penggelapan. Tindak
pidana penipuan dan penggelapan dapat dikatakan begitu dekat dengan setiap orang, Selain
dekat, bahkan tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Pasalnya, penipuan
dilakukan dengan serangkaian tipu-muslihat dan kebohongan yang mampu menggerakkan
orang lain untuk menuruti keinginan si penipu. Hal ini senada dengan Pasal 378 KUHP.

Selain permasalahan mengenai tidak sadarnya si kotban penipuan bahwa dirinya telah ditipu,
ada permasalahan lain yakni batasan antara penipuan dan penggelapan yang sering tidak jelas.
Ketika menjerat pelaku, penegak hukum kerap menemui kerancuan penggunaan pasal penipuan
atau penggelapan.

Berangkat dari permasalahan di atas, Dewan Redaksi memandang perlu untuk mengulas
mengenai penipuan dan penggelapan ini sebagai bahan Dictum edisi-7. Pada Dictum kali ini,
ada dua penulis yang keduanya merupakan pengajar di Universitas Andalas, Padang,

Selain tulisan dari kedua akademisi tersebut, terdapat pula tulisan pada kolom Opini, dari
peneliti LeIP, Ariehta Eleison Sembiring yang betjudul “Mengapa Mencibir Pada Kepastian
Hukum.” Tulisan ini telah dipresentasikan pada Konsorsium Hukum Progresif di Semarang,
tahun lalu, Selain Opini, terdapat tulisan berupa Inforial mengenai sanksi dan rehabilitasi untuk
pemakai narkoba.

Akhir kata, kepada pembaca diucapkan selamat membaca.

Dewan Redaksi
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Kajian dan Anotasi atas Putusan 1

MULTI LEVEL MARKETING (MLM):
MODUS KEJAHATAN YANG DIBUNGKUS
BISNIS LEGAL
Tinjauan atas Putusan No. 2582 K/Pid.Sus/2011.

Oleh: Yoserwan*

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan bisnis melahir-
kan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan
perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan. Sebagian perbuatan
tersebut sudah diatur dalam hukum pidana dan sebagian masih berada dalam wilayah abu-abu
atau grey area, artinya dianggap sebagai perbuatan hukum perdata semata walaupun sebenarnya
perbutan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat.! Dalam kajian
kriminologi, keadaan ini telah melahirkan proses yang disebut dengan kriminalisasi, sedangkan
dalam ilmu hukum pidana keadaan ini telah menimbulkanhukum pidana khusus.?

Hukum pidana sebenarnya ditujukan untuk menampung berbagai perkembangan
dalam masyarakat dengan membentuk aturan hukum pidana di luar kodifikasi, sekaligus untuk
menghindari terjadinya pelanggaran terhadap asas legalitas sebagai salah satu asas yang sangat
vital dalam hukum pidana. Asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap perbuatan baru dapat
dipidana bilamana sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana.’?

*  Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

1 Dalam Kongres VII, Tahu 1985 PBB mengamanatkan untuk mencermati kejahatan baru (new dimension of
erime) dalam konteks pembangunan dan mengemukakan bahwa: a new dinension of criminallity is the very substantial increase
in the financial volume conventional economic crime. Lihat Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan
Kejahatan, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 42.

2 Dalam kajian kriminologi, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk
kejahatan yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan bisnis, seperti White Collar Crime yang dikemukakan oleh
Sutherland, corporate crime, organiged crime, business crime dan istilah-iltilah lainnya untuk menunjukkan kejahatan baru
yang berkembang dalam masyarakat. Lihat lebih lanjut Marshal B Clinar dan Richard Quinney, Behavior System,
A Typology, Anderson Publishing, Cincinati, Ohio 1986 dan John E Conklin, Criminology Fourt Edition, Macmillan
Publishng Co, New York, 1989.

3 Asas legalitas diterima dalam hukum pidana yakni dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 003/PUU-1V /2006 yang diputus tanggal 24 Juli 2006 mendukung penerimaan asas legalitas dengan
membatalkan penjelasan UU Korupsi yang memungkikan dipidana seseorang karena bertentangan dengan perasaan
hukum masyarakat. Namun pandangan berbeda disampaikan oleh Utrecht. Menurutnya asas ini kurang melindungi
kepentingan kolektif. Utrecht, Hukum Pidana I, E. Utrecht, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1986, him.195
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Walaupun hukum pidana khusus ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan
masyarakat dalam bentuk aturan hukum pidana yang baru, namun dalam realitasnya aturan
hukum tetap ketinggalan. Dalam masyarakat terjadi berbagai bentuk perbuatan baru yang
belum diatur dalam hukum pidana walaupun perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi masyarakat luas. Perbuatan atau tindakan ini seperti ini banyak terjadi dalam lapangan
ekonomi khususnya dalam aktivitas bisnis.* '

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama
untuk memperoleh keuntungan (profit). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang
keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya
untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak
jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan
tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga jikaterjadi kerugian
bagi pihan lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak
termasuk kedalam hukum pidana. Di samping karena perbuatan itu memang secara formal
dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan terebut juga belum diatur atau
secara tegas dalam hukum pidana.

Mengingat penyelesaian melalui keperdataan sifatnya soluntary atau tergantung dari pada
pihak yang dirugikan, juga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, hal ini menimbulkan
ketidakpuasan pada sebagian pihak. Sementara itu pihak yang dirugikan juga sering merasa
bahwa upaya hukum yang dilakukan juga nantinya tidak akan memuaskan hasilnya dan akan
dapat merugikan diri sendiri seperti malu.

Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun
belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (member)
dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan Multi Level
Marketing (MLM). Mekanisme bisnis atau pemasaran seperti ini sebenarnya adalah proses
yang wajar dan sudah berkembang di banyak negara di dunia sepanjang bisnis ini memasarkan
sebuah produk, khususnya barang yang jelas, sehingga hubungan hukim yang terjadi jelas dalam
bentuk perjanjian jual beli. Namun dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing, tidak hanya
dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa
bahkan investasi. Dengan demikian, hubungan hukum tidak lagi hanya dalam bentuk transaksi
jual beli melainkan dapat termasuk ke dalam bidang hukum lain seperti investasi, atau mungkin
bidang perbankan.

Salah satu karakterisik dalam pemasaran melalui MLM ini adalah bahwa penjual harus
terlebih dahulu menjadi member (anggota) dengan membayar sejumlah uang dan persyaratan
lainnya. Salah satu daya tarik menjadi member adalah dengan menjanjikan keuntungan yang
sangat besar dan dalam waktu singkat kalau dapat memasarkan produk tersebut. Semakin ke
hulu jalur distribusinya, maka persentase keuntungan akan menjadi lebih besar dan sebaliknya

4 Berbagai bentuk kejahatan tersebut semakin lama semakin menimbulkan banyak korban seperti model
Multi Level Marketing, arisan berantai dan yang terbaru dan sangat menghebohkan adalah Koperasi Langit Biru dan
investasi emas yang telah menimbulkan korban milyaran rupiah dengan jumlahkorban yang sangat banyak. Namun
sebagian kasus tersebut menguap begitu saja dan tidak terselesaikan.
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semakin ke hilir akan menjadi lebih kecil. Di samping itu harga jual produk tersebut sangat tinggi
dibanding dengan harga produk sejenis, karena harga produk itu termasuk keuntungan yang
nantinya didistribusikan kepada member dalam jalur distribusi tersebut. Kian hari, pemasaran
produk melalui mekanisme ini semakin meluas dalam semua sektor bisnis tidak hanya produk
industri melainkan juga produk-produk pertanian, dan jasa. Usaha ini biasanya juga dilakukan
melalui suatu ikatan perjanjian atau kontrak yang jelas, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang
juga jelas, sehingga secara formal merupakan perbuatan hukum keperdataan.

Dalam perkembangannya, dengan promosi yang gencar baik secara formal dan informal
dengan iming-iming keuntungan yang sangat menggiurkan, telah menimbulkan banyak kerugian
bagi masyarakat luas, karena apa yang dijanjikan tersebut ternyata tidak terealisasikan, walaupun
para member sudah mengeluarkan sejumlah uang. Sebagian dari kerugian tersebut memang nilai
nominalnya tidak begitu besar, namun dengan banyaknya masyarakat yang dilibatkan, akhirnya
jumlah kerugian jika diakumulasi menjadi sangat besar. Dengan kata lain keuntungan yang
diraup oleh pemilik usaha itu sangat besar. Sebagian kegiatan memang mensyaratkan investasi
dalam jumlah yang besar, sehingga kerugian juga sangat besar dan keuntungan yang diperoleh
juga dengan kapitalisasi besar. '

Permasalahan yang timbul adalah sebagain usaha ini dijalankan oleh sebuah badan
usaha yang tidak jelas atau tersamarkan. Sedangkan sebagian memang dijalankan dalam sebuah
usaha dengan legalitas yang jelas, namun begitu terjadi kerugian masyrarakat pemilik usaha
kemudian menghilang sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban perdatanya. Dalam

keadaan seperti inilah akhirnya khalayak ramai yang dirugikan
menuntut adanya peran pemerintah atau otoritas publik seperti KEPOLISAN
Kepolisian. merasa bahwa
Namun dalam banyak kasus, penegak hukum, khususnya - P el:ltlv.va yang
, i o terjadi bukan
kepolisan merasa bahwa peritiwa yang terjadi bukan termasuk |- termasuk
dalam bidang hukum pidana melainkan bidang keperdataan P
sehingga Kepolisian tidak dapat melakukan suatu proses hukum dalam bl(.lang
. Bahkan sebagian perbuatan yang sudah disidik dan diajukan huku.l'n pldar'la :
ke proses peradilan juga tidak memuaskan bagi masyarakat. melainkan bidang
Pengadilan juga masih berbeda pendapat tentang apakah keperdataan
petbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau hanya sehingga
hubungan keperdataan atau tetjadi perbedaan termasuk bidang | Kepolisian tidak
hukum pidana manakah perbuatan ini. Hal itu terlihat dari | dapat melakukan
putusan perkara pidanaNo. 2582 K/Pid.Sus/2011. suatu proses ‘
hukum.

B. Posisi Kasus

Kasus dengan locus delicti di Kisaran Sumatera Utara ini bermula dari pendirian CV Gading
Raya cabang Kisaran yang merupakan cabang dari CV Gading Raya Jakarta yang sudah kesulitan
membayar uang kepada nasabahnya. Sama dengan perusahaan lainnya yang berkedok MLM,
perusahaan ini didirikan dengan tujuan: 1) Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya
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antara lain perdagangan pakaian jadi (garmen), alat-alat elektronik, kendaraan bermotor baik
roda duamaupun roda empat; dan 2) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan
alat-alat elektronik, mekanik dan teknik.

Untuk menjalankan usaha tersebut, Pemilik modal bernama Yusuf, yang dalam putusan
ini dinyatakan masih belum diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO), mengangkat Dimas Ramansyah sebagai Direktur yang menjalankan perusahaan
dibantu oleh beberapa orang manajer dan merekrut beberapa orang lainnya sebagai manajer
atau member untuk mencari member-member lainnya dengan cara menjanjikan keuntungan 60%
dari dana yang dimasukkan dalam waktu yang relatif singkat (kurang dari satu bulan).

Untuk menjadi member, seorang tetlebih dahulu harus mendaftar menjadi anggota
dengan membayar uang pendaftaran. Setelah mendapatkan kartu anggota member tersebut
harus membeli sejumlah produk harga yang ditentukan dan memberikan sejumlah uang
sebagai investasi. Dalam jangka waktu yang ditentukan yakni 17 hari, investasi member tersebut
akan jatuh tempo dan akan menerima keuntungan 60% dari harga pembelian atau dana yang
dimasukkan,

Terdakwa DBS sebagai salah seorang member/ menajer untuk mendapat keuntungan harus
mencari member baru untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dalam menggaet anggota/
member baru terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 60% dari dana yang
diberikan kepada perusahaan. Terdakwa dan para terdakwa lainnya dalam kasus ini yang diadili
secara terpisah dalam waktu yang relatif singkat yakni dati tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan
24 juli 2008 berhasil menarik beberapa nasabah/anggota baru dan menghimpun dana sebesar
+/- 5 milyar rupiah. Sebagian dana itu sudah dikeluarkan untuk membayar member/nasabah
yang sudah jatuh tempo. Namun setelah bulan Juli 2008 CVGading Raya mulai kesulitan
membayar uang nasabah. Hal itu ditandai dengan ditolaknya pembayaran yang sudah jatuh
tempo terhadap nasabah seperti beberapa saksi. Akibatnya,para kotban kemudian melaporkan
kasus itu kcpada kcpohsrm

Akibat perbuatan tersebut terdakwa DBS dan terdakwa lain yang diadili secara terpisah
diajukan ke persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dengan pelanggaran dengan
Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo.Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP jo Pasal-64 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan pertama dan dakwaan kedua primer
melakukan tmdak pidana penggelapan melanggar dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP jo Pasal' 64 Ayat (1)KUHP ; dan dakwaan kedua subsider melanggar Pasal 374 jo
Pasal 55 Ayat (l) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP dan ketiga subsider melakukan tindak
pidana pcmpuan, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat
(1) KUHP.

Dalam tuntutannya JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar dakwaan primer yakni pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP dan
menuntut dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp. 1 000 000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6
(enam) bulan kurungan.
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